BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah secara -82t3rO®dno
Lintang Selatabhldida@ad0doBgj3®m® Ti murn- Adaj
istratif wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia
dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan; Provinsi Jawa
Barat di sebelah barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur; dan Laut Jawa
di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terbagi daBm 29 Kabupaten dan 6
Kota yang terdiri dari 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 769 Ke-
lurahan dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas
Pulau Jawa. Dengan jumlah koperasi mencapai 27.215 per akhir 2013 atau
meningkat sebanyak 358 (1,33%) dibanding tahun 2012, h al ini berarti se-
luruh kecamatan di Jawa Tengah telah terlayani oleh koperasii koperasi.

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2011 diproyeksikan sebanyak
32.643.612 jiwa atau 13,54% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri d ari
laki-laki sebanyak 16.273.976 jiwa (49,85%) dan perempuan sebanyak
16.369.636 Jiwa (50,15%) sehingga besar rasio jenis kelamin (RJK) adalah
sebesar 99,42, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten
Brebes (1.742.528 jiwa) sedangkan paling sedkit berada di Kota Magelang
(118.606 jiwa). Dengan proyeksi jumlah penduduk sebesar 32.643.612 jiwa,
6.471.928 orang diantaranya merupakan anggota koperasi per Desember
2013 atau meningkat 492.772 orang (8,24%) dibanding tahun 2012.

Secara umum selama peiode RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008
2013 kondisi makro ekonomi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Hal ini
dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun
waktu tersebut mengalami kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun

2009 mengalami penurunan 5,14%, sedangkan pada tahun 2008 tingkat
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pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%, tahun 2010 sebesar 5,84%, tahun
2011 mencapai 6,01% dan pada 2012 meningkat menjadi 6,34%. Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB)atas dasar harga berlaku Jawa Tengah ta-
hun 2012 sebesar 556,479 trilyun, dimana kontribusi terbesar penyumbang
PDRB berasal dari sektor industri pengolahan (32,83%); disusul
perdagangan, hotel dan restoran (20,29%); dan sektor pertanian (18,74%) .
Per 2012, sumbangsih Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengahmencapai
5,74%.

Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah pada 2012 sebesar
4,24%, lebih tinggi dari kondisi 2011 sebesar 2,68%. Kenaikan ini disebab-
kan oleh fluktuasi harga bahan makanan seperti daging ayam ras, bawang
merah, dan cabe. Rendahnya angka inflasi ini juga turut meningkatkan daya
beli masyarakat sehingga turut mendorong peningkatan omzet UMKM, di-
mana hingga posisi Desember 2013 omzet UMKM adalah Rp37,481 trilyun.
Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP tahun 2012 adalah 106,37, lebih kecil
0,25 dibanding tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya penurunan indeks
NTP pada sub sektor Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) dan
Perikanan karena adanya fluktuasi harga pada komoditas di sub sektor ter-
sebut.

Meskipun terdapat tekanan krisis ekonomi global, kenaikan harga Ba-
han Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta
pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan Wakil Presidenpada
tahun 2014, tetapi prospek perkembangan ekonomi Jawa Tengah periode
2013 17 2018 masih dianggap cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan
adanya beberapa faktor yang dapat menjadi pengungkit perekonomian Jawa
Tengah, diantaranya :

1. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastruktur MP3EI oleh

Pemerintah Pusat.
2. Tingginya keanekaragaman potensi sumber daya alam di Jawa

Tengah.
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3. Selesainya pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah
pada tahun 2013.
4. Ketergantungan nasional terhadap Jawa Tengah sebagai salah satu
provinsi penyangga pangan.
Terkait KUMKM, peluang yang disebutkan diatas menjadi suatu kesempatan
untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM dalam
menghadapi serbuan produk 7 produk impor. Salah satu upaya untuk
meningkatkan keunggulan strategis produk UMKM Jawa Tengah adahh me-
lalui pendekatan OVOP berbasis Koperasi untuk memberikan nilai tambah
bagi aneka sumber daya alam yang tersedia.

Sejalan dengan prospek perekonomian Jawa Tengah yang cukup
menggembirakan tersebut, kita juga harus waspada terhadap tantangan
yang akan dihadapi Jawa Tengah dalam periode 201371 2018, yaitu :

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China

(ACFTA) 2010 danASEANEconomic Community(AEC) 2015.

2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri.

3. Kerentanan wilayah terhadap bencana.

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi

regional.
Beberapa tantangan tersebut tentunya perlu disikapi dengan kebijakan yang
pro kepada masyarakat KUMKM di Jawa Tengah. Untuk itu, dalam
menyamakan persepsi antar pemangku kebijakan sektor KUMKM, serta -
bagai arah dan pedoman pembangunan KUMKM lima tahun ke depan maka
perlu untuk disusun suatu dokumen perencanaan yang berisi rencana strat-
egis (Renstra) pembangunan KUMKM Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra SKPD ini sendiri sejalan dengan Undang i
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang i Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang 7 Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan aturan
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pelaksanaannyg dimana Renstra SKPDmenjadi satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra
dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (fop-
down), dan bawah-atas (bottop-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka
dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap
pemangku kepentingan.

Renstra Tahun 2013 i 2018 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan
dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM yang
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013/ 2018 dan
memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 20107 2014.
Selanjutnya Rertsra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu
dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan

kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang T Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang 7 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang i
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang i Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.

4. Undangi Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

5. Undangi Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro.

RENSTRA 2013 - 2018 4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Namor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang T Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecl
dan Menengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi JawaTengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah tahun 200571 2025.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah2009 -
2029.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengé-
olaan Koperasi.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 20137 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tala-
pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaks
naan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa
Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Re-
tunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Koperasi

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546 Tahun 2011 ten-
tang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui
Pendekatan One Village One Product(OVOP) Berbasis Koperasi di

Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Srategis Dinas Koperasi dan UMKM adalah dokumen

perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak tahun 20 13 sampai dengan 2018. Renstra ini disusun dengan

maksud memberikan arah memberikan arah dan pedoman pembangunan

Koperasi dan UMKM bagi para pemangku kepentingan, baik unsur

pemerintah, KUMKM dan masyarakat agar lebih efektif, efisien, terpadu

berkesinambungan
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Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah :
a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dae-
rah lima tahun ke depan
b. Untuk mengarahkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh para
pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan UMKM serta masyarakat
luas.
c. Untuk mengarahkan peran Koperasi dan UMKM dalam pengentasan

kemiskinan dan pengangguran

1.4 Sistematika Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
disusun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor
050/018432 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Penyusunan Renstra SKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 20137 2018. Adapun sistematika rencana
strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai
berikut :

a. BAB | PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, &
dasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematikan penulisan.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menjelaskan mengenai- T
gas, Fungsi dan Struktur Organisaasi SKPD, Sumber Daya SKPD,
Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pe-
bangunan KUMKM.

c. BAB Ill ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI, menjelaskan mengenai ldentifikasi permasalahan pela-
yanan SKPD, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaah
Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, serta penentuan isu
strategis.

d. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANEK
BIJAKAN, menglaskan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan
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Sasaran Jangka menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan
SKPD.

e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, menjelaskan
mengenai program kegiatan SKPD, ndikator kinerja, kelompok
sasaran, serta pendanaan indikatif.

f. BAB VI INDIKATORKINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUBKNN
SASARAN RPJMDmenjelaskan mengenai indikator kinerja SKPD
yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun
mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.

g. BAB VII PENUTUP menjelaskan mengenai pedoman transisi dan

kaidah pelaksanaan, serta simpulan Renstra SKPD.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil dan Menengah Provinsi Jawa
Tengah dibentuk berdasarkan:
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Jawa
Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Pergub Nomor 67 tahun 2008 Bab II, Bagian Pertama
tentang Penjabaran , Tugas Pokok dan Fungsi, pasal 2 disebutkan bahwa
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi daerah, asas
dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
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3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah serta pemberdayaan koperasi simpan
pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut
pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008, susunan
organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas membawahkan :
a. Sekretariat
b. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Bidang Pemberdayaan Koperasi
Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam
UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

~ o a o

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi.
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5. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua
kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagi-
an sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,
dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan
kepegawaian.

2. Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program.

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
keuangan.

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum
dan kepegawaian.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengabh.

1.Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang organisasi dan badan hukum, dan pengawasan.
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2.Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah mempunyai fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang organisasi dan badan hukum;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengawasan;
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
1.Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi,
pemasaran dan jaringan usaha.

2.Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

mempunyai fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang produksi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Bidang Pemberdayaan Koperasi.

1. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang koperasi pertanian dan koperasi non
pertanian.

2. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang koperasi pertanian;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan

dan pelaksanaan di bidang koperasi non pertanian;
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c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam.
1.Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan dibidang jaringan dan permodalan,
dan pengembangan dan kesehatan.
2.Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai
fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang jaringan dan permodalan;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan kesehatan;
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f. UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
Berdasarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
(UPTD Balatkop dan UMKM) yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud, UPTD Balatkop dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian,
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian,
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan koperasi

dan usaha mikro kecil dan menengah.
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4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah adalah sebagai berikut :

1.

o M w0 DN

Kepala Balai

Subbagian Tata Usaha

Seksi Pengkajian dan Pengembangan
Seksi Penyelenggara

Kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua

kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan
Koperasi dan UMKM.

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsinya

sebagai berikut :

1.

RENSTRA 2013 -

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
rumah tangga dan perlengkapan.

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan
pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha
mikro kecil dan menengah.

Seksi Penyelenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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6. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

8. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.

9. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur lengkap organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD Balatkop dan UMKM dit-

ampilkan dalam gambar 2.1. dan gambar 2.2.
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GAMBAR 2.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KEPALA DINAS |

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 6 TAHUN 2008
Tanggal : 7 Juni 2008

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONIL

SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
—————  SKERETARIAT —1  KEUANGAN
L SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
UMKM KOPERASI KSP
SEKSI
SEKSI SEKS! SEKSI
%T&\’;‘Ji’ﬁ&gﬁﬂ” PRODUKGSI KOPERASI JARINGAN DAN
PERTANIAN PERMODALAN
\ SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI PEMASARAN DAN KOPERASI PENGEMBANGAN
PENGAWASAN JARINGAN USH NONPERTANIAN DAN KESEHATAN
UPT Balai
Pelatihan Kop

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PELATIHAN

KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS

KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
( PERGUB No 41/2008, Tgl 20 Juni 2008 )

KEPALA BALAI
SUB BAG TATA
USAHA
SEKSI SEKSI
PENGKAJIAN DAN PENYELENGGARA
PENGEMBANGAN
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2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA

TENGAH

1. Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa

Tengah sebanyak 148 orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil

Pekerja Harian Lepas : 3 orang

: 145 orang

Tabel 2.1 .
Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan
BIDANG GOL | GOoL 1 GoL 1l GOL IV JUMLAH
P w P w P w P w
Sekretariat 2 0 7 1 12 | 16 1 1 40
Kelembagaan Koperasi dan 1 0 2 1 8 7 1 0 20
UMKM
Pemberdayaan UMKM 0 0 4 1 9 3 1 1 19
PemberdayaanKoperasi 0 0 2 0 10 5 2 1 20
Pemberdayaan KSP 4 0 0 0 8 8 0 2 18
Balatkop 0 0 3 1 9 6 1 1 25
Diperbantukan KPU Jateng 0 0 0 0 1 0 1 1 3
JUMLAH 7 0 18 4 57 | 45 7 7 145
Tabel 2 .2.
Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan
SD SMP SMA Dl S1 S2
BIDANG JUMLAH
PIW|P|W|P|W|P|W|P|W|P| W

Sekretariat O[O0 |5]|] 0|5 1 2 2 7110 3|5 40
Kelembagaan O] 0|11 6 1 0 1 4 |1 4 1|1 20
Koperasi dan UMKM
Pemberdayaan O] 01| 0] 4 3 2 0 4 |1 (3|1 19
UMKM
Pemberdayaan O] 0|21 ] 0|5 2 0 0 2 13|61 20
Koperasi
PemberdayaanKSP | 0 | O | O | O | O 3 0 0 715 |12 18
Balatkop 110405 4 0 O |5 12|22 25
DiperbantukanKPU | O | O | O | O | O 0 0 O 0|0 |21 3
Jateng

JUMLAH 1 O |12 1 | 25| 14 | 4 3 2925|1813 145
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Tabel 2.3.
Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin

PENDIDIKAN PRIA WANITA | JUMLAH
Esselon |l 1 orang - 1 orang
Esselon Il 3 orang 3 orang 6 orang
Esselon IV 8 orang 6 orang 14 orang

JUMLAH 12 orang 9 orang 21 orang

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh

alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD

Balaktop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan

pelatihan bagi masyarakat KUMKM. Selain itu untuk meningkatkan

kenyamanan dan mendukung pelayanan perkantoran, Dinas Koperasi

dan UMKM menggunakanjasa dari penyedia jasa (outsourcing) untuk

tenaga kebersihan sebanyak 9 orang serta tenaga keamanan

sebanyak 14 orang

2. Aset Tetap

UMKM Provinsi Jawa Tengahditampilkan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi dan

NO URAIAN LUAS
1 | Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari
a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 3.243 M?
Jawa Tengah
b. Tanah UPTD Balatkopl 5.500 M?
c. Tanah UMKMCenter 2.617 M?
d. Tanah UPTD Balatkop2 2.320 M?
e. Tanah PLUT KUMKM dDs Dukuh Waluh 927 M?
Kec. Kembaran Kab. Banyumas
f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas 480 M?
2 | Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari
a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM 1.486 M?
Provinsi Jawa Tengah
b. Bangunan Balatkop 3.367 M?
c. Bangunan UMKMCenter 1.650 M?
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NO URAIAN LUAS
d. Bangunan PLUT KUMKM dDs. Dukuh 654 M?
Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas
e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas 120 M?

3. Aset Bergerak
Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki
NO URAIAN JUMLAH
1 | Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 10
(sepuluh) unit terdiri dari :
a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54) 1 unit
b. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR) 1 unit
c. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 1 unit
(H 9501 GR)
d. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 1 unit
(H 9501 HG)
e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 1 unit
(H 9501 FR)
f. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG) 1 unit
g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG) 1 unit
h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR) 1 unit
I. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ) 1 unit
j. Toyota Avanza VelozTahun 2013 (H 9529 ZR) 1 unit
2 | Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 50
(lima puluh) unit terdiri dari
a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 9 unit
Tengah
b. Di Kota / Kabupaten Se Jateng 41 unit
3 | Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) di Kabupaten / 25 unit
Kota Se Jawa Tengah
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4. Aset Lainnya
Selain aset tetap dan bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas
dan pelayanan bagi masyarakat KUMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah juga memiliki berbagai aset pendukung lainnya seperti yang

tercantum dalam Buku Aset Dinas.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan
jumlah koperasi di Jawa Tengah selama periode 20087 2013 mengalami
pertumbuhan positif. Pada 2008 Jumlah Koperasi sebanyak17.617 unit dan
meningkat 9.598 unit (54,48%) menjadi 27.215 unit pada 2013, dengan
jumlah koperasi aktif mencapai 21.832 unit atau meningkat sebanyak 9.406
unit (75,70%), dengan proporsi koperasi tidak aktif semula 29,47% turun
menjadi 19,78% pada akhir tahun 2013. Berikut disajikan perkembangan
jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif,
dan Koperasi Tidak Aktif ~ (Unit)

30

26.857

26.347
= 25.426 ® s -
25 _g—

21.308 21.832

20.571
19.850 19.617 /./I/-
- 17.? - AKTIE
(80,22%)
S

12.426

Ribu

10

5.191 5.227 5.809 e 5.549 5.383
5 2 — - = A A
T. AKTIE
.00,
o T T T T
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng
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Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan
jumlah anggota koperasi, dimana semula 4.576.355 orang pada 2008, men-
jadi 6.471.928 orang pada akhir tahun 2013, meningkat 41,42%, atau
sebanyak 1.895.573 orang. Gambar 2.4. menyajikan perkembangan jumlah

anggota koperasi dari 2008 1 2013.

Gambar 2.4.
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
T — -
6.471.928
5.979.156
6 - -
5.209.472
B | scoene.  4.702.025
 — — —
©C 4 | 4.531.319
e
)
=
3 -
2 -
1
o ;
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Peningkatan jumlah koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja,
terutama pada sektor manajerial dan jasa. Bila pada tahun 2008 jumlah
tenaga kerja koperasi baru sebanyak 51.048 orang, maka per Desember
2013 koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 119.657 orang,
meningkat 134,40% atau 68.609 orang. Berikut disajikan perkembangan

penyerapan tenaga kerja oleh koperasi pada gambar 2.5.
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Gambar 2.5.

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi (Orang)
140
119.657
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Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumn-
buhan yang cukup signifikan. Apabila omzet Koperasi pada 2008 baru sele-
sar Rp. 11,179 trilyun maka tahun 2013 telah tumbuh 2 kali lipat lebih atau
235,27%, sebesar Rp. 37,480 trilyun. Demikian juga aset Koperasi juga
mengalami pertumbuhan yang mengagumkan, bila pada 2008 baru sebesar
Rp. 8,320 trilyun , maka pada Desember 2013 menjadi Rp. 33,501 trilyun
atau tumbuh sebesar 302,66%. Gambar 2.6. menyajikan perkembangan

omzet dan aset Koperasi selama 20B 1 2013.
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Gambar 2.6.
Perkembangan Aset dan  Omzet Koperasi (Trilyun Rupiah)
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Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Sedangkan jumlah UMKM vyang telah dibina juga mengalami penirg-
katan. Pada 2008 jumlah UMKM sebanyak 64.294 UMKM dan meningkat
sebanyak 26.045 UMKM @0,51%) menjadi 90.339 UMKM pada akhir 2013,
dengan penyerapan tenaga kerja pada 2008 sebesar 264.762 orang menjadi
480.508 orang atau meningkat 215.746 orang (81,49%). Aset UMKM men-
galami pertumbuhan yang signifikan, pada 2008 Aset UMKM sebesar Rp.
3,976 trilyun, dan pada 2013 sebesar Rp. 9,634 trilyun atau meningkat Rp.
5,658 trilyun (142,30%), dengan Omset semula Rp. 9,572 trilyun menjadi
Rp. 20,345 trilyun pada 2013, atau meningkat sebanyak Rp 10,773 trilyun
(112,55%). Berikut disajikan dalam gambar 2.7. data UMKM binaan Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
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Gambar 2.7 .
Perkembangan UMKM Binaan
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
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Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)2008 i 2013, pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tie

gah terdapat 19 (sembilan belas) indikator RPIJMD dimanahingga akhir 2013

telah tercapai seluruhnya. Berikut disajikan secara lengkap capaian indkator

RPJMD 20087 2013 secara akumulatif pada Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah dalam tabel 2.6.

TABEL 2.6.
CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. JATENG

. L TARGET Kinerja s.d
No Indikator kinerja program RPIMD Th. 2013 Persentase
1 2 3 3
1 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 5.000 5.008 100,16%
Koperasi aktif
2 Fasilitasi pendirian dan perubahan BH/AD 250 250 329 131,60%
Koperasi
3 KSP/USP Koperasi yang sehat di tiagkecama- 573 6.711 1171,20%
tan 1 KSP/USP
4 Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP 200 1.437 718,50%
5 Promosi, pameran, kontak dagang, pasar 100 109 109,00%
rakyat, temu usaha sebanyak 100 event
6 Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda 300 325 108,33%
Menguatnya usaha 67 senkuko 67 102 152,24%
8 HKI 150 sertifikat 150 174 116,00%
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No Indikator kinerja program TRAPF‘{](“;/ET K.:_r;f”z%iéd Persentase
1 2 3 3

9 ljin kesehatan usaha 3.000 UMKM 3.000 3.430 114,33%
10 | Pengembangan 590 KUD/Kop sektor agribisnis 590 944 160,00%
11 Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM 1750 6.085 347,71%
12 Pelaksanaan linkage program 566 KSP/USP 566 2.604 460,07%
13 | Bintek permodalan 1500 KSP/USP 1.500 2.781 185,40%
14 | Pendampingan 115 sentra 115 139 120,87%
15 Bantuan peralatan 2.000 UMKM 2.000 3.210 160,50%
16 | Bintek Produksi 4.500 UMKM 4.500 5.302 117,82%
17 | Workshop bagi 1.500 UMKM 1.500 1.679 111,93%
18 Peningkatan pengetahuan kemampuan dan 8.700 12.490 143,56%

ketrampilan SDM 8.700 Kop.
19 | Kompetensi SDM KUMKM 750 org 750 862 114,93%

Dari tabel 2.6 dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang ca-

paiannya jauh melebihi target, yaitu :

. Indikator KSP/USP Koperasi yang sehat di tiap kecamatan 1

KSP/USP dengan target 573 KSP/USP, hinggaakhir 2013 telah
tercapai sebanyak 6.711 KSP/USP. Tingginya capaianini disebab-
kan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah untuk melakukan kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP.

. Indikator Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah, dimana target sebe-

sar 1.750 Sertifikat, hingga akhir 2013 telah tercapai 6.085 Sertif-
ikat. Tingginya capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Ke-
menterian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Dalam Negeri, dan
Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk kesepakatan bersama
sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007
tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan
UMKM. Program sertifikasi Hak Atas Tanah ditujukan untuk
meningkatkan nilai jaminan yang dimiliki oleh KUMKM ketika akan

mengakses permodalan dari lembaga keuangan Bank/NorBank.

. Indikator Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan

SDM KUMKM dengan target 8.700 orang, hinggaakhir 2013 telah
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tercapai sebanyak 12.490 orang. Tingginya capaian ini menunjuk-
kan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengurus/pengelola

KUMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.

Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM selama periode
2008 i 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menun-
jukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ter-
hadap pemberdayaan KUMKM. Berikut ditampilkan alokasi anggaran APBD
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2008 2013 dalam
tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Alokasi APBD Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng
2008 i 2013

TAHUN ANGGARAN Pertumbuhan (%

HAaMA oy ®PHy c ®H ( HT 20 iz

T e enend ey

HAMO coddpnndc HMXZMT:

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SKPD

Dalam menghadapi periode RPIJMD 20131 2018, kondisi lingkungan
pemberdayaan KUMKM menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi
dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Panm-
berdayaan KUMKM periode 20081 2013 di Jawa Tengah dapat dilihat pada
Gambar 2.8.
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Gambar 2 .8.
Matrik SWOT Pemberdayaan KUMKM
Jawa Tengah 2013 - 2018

STRENGTH WEAKNESS
N

1. Komitmen dan Kebijakan terkait
Pemberdayaan KUMKM sangat
kuat.

2. Koperasisebagai entitas usaha
yang berbadan hukum.

3. Proses Pendirian Koperasi mudah.

4. Tingginya keanekaragaman potensi
sumber daya lokal daerah.

1. Masih rendahnya kewirausahaan
dan Kompetensi SDM KUMKM

2. Keterbatasansarana produksi,
rendahnya pemanfaatan teknologi,
dan terbatasnya permodalan.

3. Masih terbatasnya jejaring usaha
dan pemasaran KUMKM.

N J/
4 N\
1. Perundang-undangan tentang KUMKM (UU 1. Tantandan basar global melalui
ttg KUMKM, PP ttg KUMKM) memberikan P gadapzologdan adanya
kesempatan yang luas untuk pengembangan i
usaha KUMKM kesepakatan Masyarakat Ekonomi
2. Alokasi Pembiayaan dari Kementerian ASEAN 2015.
Koperasi dan UKM RI melalui LPDB, KUR dan 2. PerkembanganIPTEK dan TI, serta
BRlErasn dari CSR dan RKBL tuntutan daya saing dari persaingan
global.

. J

OPPORTUNITY THREAT

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan
KUMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk men-
dukung pengembangan KUMKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 ten-
tang UMKM, UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian, UU No. 1/2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksaaan
UU No. 20/2008. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga
menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pem-
berdayaan KUMKM, yaitu :

1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Koperasi.
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2. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah.

3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

4. Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daer& No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Koperasi.

5. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 518/23546 Tahun 2011 ten-
tang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui
Pendekatan One Village One Product(OVOP) berbasis Koperasi di
Provinsi Jawa Tengah.

6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/06544 tanggal 31
Maret 2011 tentang Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro dan
Kelompok Usaha Bersama dengan memfasilitasi Pembentukan
Koperasi

7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. N0.518/15158 tanggal 5
Agustus 2011 tentang Penanganan Koperasi tidak aktif secara
komprehensif dengan Kabupaten/Kota

8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/17567 tanggal 21
September 2011 tentang Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas
Jawa Tengah di setiap Kabupaten/Kota

9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No0.518/016736/2013 tanggal
25 September 2013 tentang Pengembangan Koperasi sebagai
Gerakan Ekonomi Kerakyatan.

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya mem-
berikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan,
gerakan KUMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan

mengembangkan KUMKM.
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Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap
pemberdayaan KUMKMjuga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal
melalui skema dana bergulir oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, hingga
bulan Oktober 2013 nilai realisasi dana bergulir untuk Jawa Tengah sebesar
Rp. 679.425.267.925 bagi 494 KUMKM. Selain melalui dana bergulir,
Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi KUMKM yang sudah/easible
tetapi belum bankable untuk mengakses permodalan melalui program Kredit
Usaha Rakyat (KUR). PerDesember 2013, realisasi KUR di Jawa Tengah
mencapai Rp. 21.386.472.000.000 bagi 2.333.005 debitur KUMKM dan
menempati nilai tertinggi secara nasional.

Seiring dengan diaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) pada tahun 2015 serta adanya perjanjian ASEAN China Free
Trade Area (ACFTA), tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM
semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang
semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada
umumnya, serta Jawa tengah pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi
ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehatihatian. Pada satu sisi,
keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi
dan UMKM untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk
mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi KUMKM
untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung
dengan pelaku usaha dan mancanegara.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UMKMyang masih harus
menjadi perhatian dalam periode 20131 2018 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan

keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian.

2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk

KUMKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pen-

anfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan.
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3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi
perkembangan IPTEK dan TI.
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BAB Il
ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN KOPERASI DAN
UMKM

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata
kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi &-
wa Tengah diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng pada tabel
3.1
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Tabel 3.1 .

Identifikasi

Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi

SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

KONDISI SAAT INI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN

INTERNAL EKSTERNAL PELAYANAN SKPD
Masih lemahnya kualitas administrasi| Terbatasnya jumlah manajer Koperasi | Rendahnya rasio antara  jumlah | Banyak koperasi belum melaksanakan
usaha Koperasi yang memiliki kompetensi terkait | pengawas koperasi dengan jumlah | administrasi usaha sesuai dengan Pea-
pengelolaan usaha Koperasi koperasi turan Perundangan yang berlaku

Mayoritas KSP di Jawa Tengah masih

Kurangnya pemahaman pengelola KSP

Banyaknya calon anggota dari KSP &-

KSP belum memahami secara jelas

berkategori cukup sehat tentang penilaian kesehatan hingga mempengaruhi penilaian | aturan tentang Penilaian Kesehatan
kesehatannya. Koperasi.
Banyak UMKM vyang belum dapat| Tidak adanya sistem administrasi usaha. | Kurangnya sosialisasi mengenai tata| Kurangnya pemahaman UMKM terhadap

mengakses permodalan dari Lembaga

Keuangan

cara akses kredit dari lembaga keu-

angan

aturan mengakses permodalan dari

Lembaga Keuangan

Pemasaran produk KUMKM masih e-

batas pasar lokal

Keterbatasan anggaran KUMKM untuk

promosi produknya

Keterbatasan modal mengakibatkan
KUMKM tidak dapat menerapkan sistem

konsinyasi

Jangkauan pemasaran produk KUMKM

masih terbatas

Sistem produksi KUMKM masih sede

hana

Keterbatasan pengetahuan KUMKM a-

lam pemanfaatan teknologi

Dukungan dari stakeholders masih bers-

fat parsial

KUMKM belum memanfaatkan sarana

teknologi dalam proses produksinya

Banyak KUMKM yg belum maeniliki kom-

petensi  serta dim

menghadapi IPTEK

pengetahuan

Rendahnya kesadaran untuk mengikuti
diklat yang diadakan SKPD teknis

Belum tersedianya database peserta

pelatihan KUMKM

Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam
menghadapi perkembangan IPTEK.
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3.2. TELAAH VISI MIS| DAN PROGRAM  PROVINSI JAWA TENGAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa
Tengah 201371 2018, ditetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adh-
| a MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI - Mboten
Korupsi Mboten Ngapusi 0. Dari visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke
dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribalian di Bi-
dang Kebudayaan
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggu
langi Kemiskinan dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
yang Bersih, Jujur dan Transpar an,
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Pe
satuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan
Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Menenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Prainsi Jawa Tengah men-
dukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Ke m-
iskinan dan Pengangguran

Dalam tabel 3.2 berikut disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan ProgramProvinsi Jawa

Tengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Prowsi Jawa Tengah.
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Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
Misi dan Program Faktor
No Permasalahan Pelayanan SKPD
KDH Penghambat Pendorong
1 Misi ke-2 Mwujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan

Pengangguran 0

Program Mewujudkan
Desa Mandiri

Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi
usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang
berlaku

dalam
pem-

Adanya ego sektoral
pelaksanaan  kebijakan
berdayaan KUMKM

Tingginya komitmen Pemprov.
Jateng terkait pemberdayaan
KUMKM yang dibuktikan melalui
berbagai kebijakan yang telah
dikeluarkan

KSP belum memahami secara jelas aturan tentang
Penilaian Kesehatan Koperasi.

Belum terpadunya berbagai ke-
bijakan pemberdayaan KUMKM
sehingga program/kegiatan masih
bersifat parsial

Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan
mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan

Jangkauan
terbatas

pemasaran produk KUMKM masih

KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi d-
lam proses produksinya

Rendahnya kualitas SDM KUMKM dim menghadap

perkembangan IPTEK.

Masih rendahnya Kualitas SDM
Aparatur Pembina KUMKM di Ka-
bupaten/Kota dalam pembinaan
dan pengawasan KUMKM

Dukungan Pemerintah Pusat, Ka-
bupaten/Kota, serta stakeholders
dalam pemberdayaan KUMKM
cukup tinggi.
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3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2010
2014, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi
fiMenjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewuju dkan Koperasi
dan UMKM vyang Tan gguh dan Mandiri sebagai Soko Guru
Perekonomian Nasional 0 dengan misi terdiri at as

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik).

2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan

UMKM
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan
UMKM
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran
berkoperasi.
dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin d i-
capai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2009 2014 yang meliputi :
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKA.

Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.

a M w0 DN

Penguatan kelembagaan Koperasi.
Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, k-
menterian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development
Milestones yang terdiri atas :

1. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.

2. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.

3. Tersedianya sistem informasi KUKM online.

4. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.

5. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru.
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6. 100 Program OVOP berhasil.
7. 3 Koperasi berskala besa di setiap provinsi.

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI
juga menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PLUTT KUKM) pada 2013 di daerah
melalui APBN Tugas Pembantuan. PLUTIi KUKM ditujukan untuk mem-
berikan layanan konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi
KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan

daerah.
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Faktor Penghambat dan

Tabel 3. 3

Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM RI

Visi : Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewuju

sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional

dkan Koperasi dan UMKM yang Tan

gguh dan Mandiri

No

Misi Kemenkop

Permasalahan Pelayanan
SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

Mengimplementasikan good gov-

ernance (tata kelola pemerinta-
han yang baik)

Masih terdapat Aparatur yang tidak
paham mengenai sistem administrasi
pertanggungjawaban

Minat aparatur untuk
mengikuti diklat relatif rendah

Komitmen SKPD untuk
meningkatkan kompetensi
dan keahlian Aparatur

2 | Menumbuhkan dan rnengem- Minat masyarakat untuk berwirausaha | Dalam penyusunan program/ | Tingginya komitmen
bangkan kewirausahaan Koperasi| masih rendah karena takut untuk kegiatan terkait | Pemprov. Jateng terkait
dan UMKM mengambil resiko pemberdayaan KUMKM masih pemberdayaan KUMKM yang

3 | Meningkatkan daya saing Belum terjaganya kualitas, kuantitas, bersifat parsial/sektoral dibuktikan melalui berbagai
Koperasi dan UMKM dan kontinuitas produk KUMKM kebijakan yang telah

dikeluarkan

4 | Mengembangkan pembiayaan Banyak KUMKM yang sudahfeasible Masih rendahnya kompetensi| Dukungan Pemerintah Pusat,
dan penjaminan bagi Koperasi tetapi belum bankable akibat lemahnya | Aparatur Pembina KUMKM dil Kabupaten/Kota, serta
dan UMKM sistem administrasi usaha Kabupaten/Kota stakeholders dalam

5 | Meningkatkan kualitas kelem- Rendahnya pemahaman masyarakat Tingkat perpindahan pegawai | pemberdayaan KUMKM cukup

bagaan koperasi dan kesadaran
berkoperasi.

tentang UU No. 17/2012

di Kabupaten/Kota yang

tinggi

tinggi.
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3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LIN G-
KUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 &-
hun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah B&-
hun 2009 1 2029 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana
struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan kawasan strategis Provinsi,
maka dalam kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Jawa Tengah senantiasa memperhatikan faktor konek-
tivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi
yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM. Penumbuhan usahai
usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta
pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan
bahan baku, sumber daya manusia, serta sumberi sumber energi memasti-
kan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanj-
tan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan
UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui
distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini
tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah
pada RPJMD kovinsi Jawa Tengah 201371 2018.

Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UMKM 2013/ 2018 juga
diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan
pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia ber-
bahaya, serta meningkatkan jumlah produk i produk makanan organik. Hal
tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UMKM dalam
memasuki tataran ekonomi hijau (green economig yang kompetitif dan

adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.
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3.5. TELAAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM
PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM JAWA TENGAH

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasionalserta Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahw 2013 tentang Panduan Teknis
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah, yang
mendorong suatu kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi integral guna menciptakan kesetaraan serta keadilan
gender, Dinas Koperas dan UMKM Provinsi Jawa Tengah senantiasa
memperhatikan isu i isu aktual terkait kesetaraan dan keadilan gender
dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 2018 yang
menyatakan bahwa kaum wanita masih cenderung mengalami diskriminasi
gender dalam berbagai faktor, maka arah kebijakan pengarusutamaan
gender dalam pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 20137 2018
difokuskan pada perluasan akses kredit bagi perempuan peningkatan
kapasitas dan kapabilitas kelompok wanita usaha, serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia bagi para ibu pelaku usaha.

3.6. ISU STRATEGIS

Dari penjelasan diatas terdapat tiga isu strategis yang menjadi priori-
tas pemberdayaan Koperasi dan UMKM 201371 2018, yaitu :
1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan
keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk
KUMKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pen-
anfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi
perkembangan IPTEK dan TI.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan KUMKM,
telaah visi misi Gubernur Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Koperasi
and UKM RI, serta isui isu strategis pemberdayaan KUMKM di Jawa Te-
gah, maka visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 2018
a d a | SEBAHRERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM 0 .

Visi diatas diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat
Koperasi dan UMKM serta stakeholders terkait. Makna yang terkandung dari
visi diatas adalah :

SEJAHTERA

Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan
masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Da-
lam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti ter-
cukupinya kebutuhan masyarakat Koperasi dan UMKMbaik lahir maupun
batin, dimana hal sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang
Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera dinamis sesuai dengan
tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus i
menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program kegiatan
serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut.

BERSAMA

Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan
tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah
rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah
hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM,
bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan

Koperasi dan UMKM, serta masyarakat dan para pemangku kebijakan
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lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan Koperasi dan UMKM

guna memperoleh hasil yang optimal.

Dengan demi KSEJAHTERA BERSAMA iKOPERASI DAN

UMKM 0 dapat di definisikan sebagai

masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antarapemerintah,

masyarakat serta segenap pemangku kepentinganlainnya.

4.2 MISI

Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai

arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan

Koperasi dan UMKM. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

201371 2018 adalah :

1.

Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka pen-

ingkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari
misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap
koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas
koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaky, serta meningkatkan
citra koperasi

Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Ja wa T engah

yang berdaya saing

Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah

Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing produk KUMKM.

Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui pengembangan
Produk unggulan Daerah, peningkatan akses permodalan bagi
KUMKM, perluasan jaringan pemasaran dandistribusi usaha, serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.
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3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan
kerja .
Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan
kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengang-
guran di Jawa Tengah. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

4. Mewujudkan S umber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan
UMKM yang kompeten
Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional.
Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia KUMKM.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi,
tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam
upaya pembe rdayaan KUMKM .
Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk
mewujudkan aparatur Pembina KUMKM yang profesional serta pa-

ingkatan kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi
untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun
waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan
sebagai berikut :
1. Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan
sehat .
Tujuan
Meningkatkan peran Koperasi dalam perekasnomian Jawa Tengah.
Sasaran :

Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengabh.
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2. Misi ke-2 yaitu Mengembangkan Produk Unggulan Daerah J a-
wa T eng ah yang berdaya saing
Tujuan
a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa
Tengah.
b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah
Sasaran :
a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa
Tengah
b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
3. Misi ke-3 yaitu Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan
kesempatan kerja
Tujuan
a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
Sasaran :
a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan
UMKM.
4. Misi ke-4 yaitu Mewujudkan S umber Daya Manusia Pengelola
Koperasi dan UMKM yang kompeten
Tujuan
Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
Sasaran :
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.
5. Misi ke-5 vyaitu Mewujudkan aparatur yang profesional,
berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima
dalam upaya pemberdayaan KUMKM
Tujuan

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
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b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM
Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan kom-
prehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan strategi dan kebijakan umum untuk
tiap misi pembangunan :
1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat
Strateqi
a. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat
menjadi koperasi
b. Penanganan Koperasi Tidak Aktif
c. Meningkatkan kualitas Koperasi sesuai dengan Peraturan yang
berlaku
d. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk
berkoperasi
Kebijakan:
a. Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan BH/AD
Koperasi dan Pembubaran Koperasi
b. Peningkatan Pembinaan Pengawasandan Penyehatan Koperasi
c. Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

d. Pengembangan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi
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2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Ja wa T engah
yang berdaya saing
Strateqi

a. Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah melalui
pengembangan Desa Mandiri OVOP melalui sistem demplot,
fasilitasi peningkatan sarana produksi OVOP, serta pengen-
bangan ketrampilan teknis melalui magang dan bimbingan
teknis.

b. Peningkatan permodalan KUMKM di Jawa Tengahmelalui fasili-
tasi temu pembiayaan, pendampingan penyusunan studi ke-
layakan usaha, serta mendorong pembentukan Perusahaan
Penjaminan Kredit Daerah.

c. Peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi produk KUMKM
melalui pameran dan promosi dengan memanfaatkan UMKM
Center serta PLUTT KUMKM, penyediaan layanan klinik usaha,
peningkatan kualitas desain produk KUMKM.

Kebijakan:

a. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam pengem-
bangan produk OVOP melalui sistem demplot, fasilitasi pening-
katan sarana produksi OVOP, serta pengembangan ketrampilan
teknis melalui magang dan bimbingan teknis.

b. Meningkatkan akses permodalan KUMKM kepada Lembaga
Keuangan melalui fasilitasi temu pembiayaan, pendampingan
penyusunan studi kelayakan usaha, serta mendorong pemben-
tukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

c. Meningkatkan jaringan pemasaran dan usaha Produk KUMKM
dengan memanfaatkan UMKM Center serta PLUTI KUMKM,
penyediaan layanan klinik usaha, peningkatan kualitas desain
produk KUMKM.
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3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan
kerja .
Strateqi
a. Menyelenggarakan bimibingan dan pendampingan bagi Calon
Wirausaha Baru (Angkatan Kerja Baru)
b. Menyelenggarakan Temu Bisnis dan Pemagangan Kerja
Kebijakan:
a. Pengembangan Inkubator Bisnis
b. Pengembangan Klinik Bisnis pada Pusat Layanan Usaha
Terpadu
4. Mewujudkan S umber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan
UMKM yang kompeten
Strategi
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengurus/Pengelola
KUMKM
Kebijakan:
Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola
Koperasi dan UMKMmelalui pelatihan berbasis manajerial, voka-
sional, serta kompetensi
5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap
dan Dberorientasi pada pelayanan prima dalam upaya
pemberdayaan KUMKM
Strategi
a. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan
pemberdayaan KUMKM
b. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
Kebijakan:
a. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi programpembangunan
Koperasi dan UMKM

b. Penyertaan diklat aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan
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Selanjutnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum

disajikan secara lengkap dalam tabel 4.1.
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Visi, Misi, Tujuan,

Tabel 4.1.

Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah

Koperasi yang
berkualitas dan
sehat

Koperasi dalam
perekonomian Jawa
Tengah

Koperasi dalam
perekonomian Jawa
Tengah

bagaan kelompok masyarakat
menjadi koperasi

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 5 6
1 | Mewujudkan Meningkatkan peran Meningkatnya peran Mendorong penguatan kelem- | Fasilitasi pelayanan pendirian

Koperasi, perubahan BH/AD
Koperasi & Pembubaran Koperasi

Penanganan Koperasi Tidak
Aktif

Meningkatkan kualitas

Pembinaan Koperasi

Koperasi sesuai dengan Pea-

Pengawasan Koperasi

turan yang berlaku

Penilaian Kesehatan Koperasi

Pemeringkatan Koperasi

Penyehatan Koperasi

Meningkatkan pemahaman
dan semangat masyarakat un-
tuk berkoperasi

Pengembangan Gerakan
Masyarakat Sadar Koperasi

Mengembangkan
Produk Unggulan
Daerah Jateng
yang berdaya
saing

Meningkatkan Jumlah
Produk OVOP berbasis
Koperasi di Jateng

Bertambahnya jumlah
Produk OVOP berbasis
Koperasi di Jawa Tengah

Pengembangan Program OVOP
di Jawa Tengah

Meningkatkan koordinasi dengan
Kab/Kota dim pengembangan
produk OVOP

Meningkatkan daya
saing KUMKM di Jawa
Tengah

Meningkatnya daya saing
KUMKM di Jawa Tengah

Peningkatan permodalan
KUMKM di JawaTengah

Meningkatkan akses permodalan
KUMKM kepada Lembaga Ka-
angan

Peningkatan jaringan pemasa-
ran dan distribusi produk
KUMKM

Meningkatkan jaringan pemasa-
ran dan usaha Produk KUMKM
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 5 6
3 Penumbuhan Meningkatkan jumlah Meningkatnya jumlah Menyelenggarakan bimbingan | Pengembangan Inkubator Bisnis
wirausaha baru wirausaha di Jawa wirausaha baru di Jawa | dan pendampingan bagi Calon
dan perluasan Tengah Tengah Wirausaha Baru (Angkatan
kesempatan kerja Kerja Baru)
Menyelenggarakan Temu Pengembangan Klinik Bisnis pada
Bisnis dan Pemagangan Kerja | Pusat Layanan Usaha Terpadu
Meningkatkan penyera- | Meningkatnya penyera- Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan keahlian dan ket-
pan tenaga kerja oleh pan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM rampilan Pengurus/Pengelola
KUMKM KUMKM Koperasi dan UMKM
4 | Mewujudkan SDM | Meningkatkan kualitas | Meningkatnya kualitas Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan keahlian dan ke-
Pengelola SDM Pengelola SDM Pengelola Koperasi | Pengurus/PengelolaKUMKM rampilan Pengurus/Pengelola
Koperasi dan Koperasi dan UMKM dan UMKM KUMKMmelalui pelatihan
UMKM yang kan- berbasis manajerial, vokasional,
peten serta kompetensi
5 | Mewujudkan apa- | Meningkatkan kualitas | Meningkatnya kualitas Peningkatan Koordinasi, sirk- Pemantapan koordinasi dan sirk-
ratur yang profe- | perencanaan pem- serta integrasi, sink- ronisasi dan sinergitas ronisasi program pembangunan
sional, berdedi- berdayaan KUMKM ronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
kasi, tanggap dan perencanaan pem- KUMKM
berorientasi pada berdayaan KUMKM ané-
pelayanan prima ra Pusat, Provinsi dan
dalam upaya Kabupaten/Kota
pemberdayaan Meningkatkan kualitas | Meningkatnya kualitas Peningkatan kualitas SDM A@- | Penyertaan Diklat aparatur
KUMKM SDM Aparatur SDM Aparatur ratur sesuai kompetensi yang
dibutuhkan
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Untuk mewujudkan visi dan misi, tentunya harus dilengkapi dengan
ukuran 7 ukuran mengenai faktor 1 faktor apa saja yang hendak diubah
atau dicapai. Berikut disajikan data mengenai tujuan, sasaran, dan indikator
sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selama kurun wa

tu 2013 7 2018 dalam tabel 4.2.
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Tabel 4 .2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Jawa Tengah

Target Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi
Sasaran Akhir
Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [ Meningkatkan Meningkatnya peran PersentaseKoperasi 80,71% 81,05% 81,45% 81,90% 82,50% 82,50%
peran Koperasi Koperasi dalam Aktif
dalam perekonomian Jawa PersentaseKoperasi 32,75% 43% 52% 61% 71% 71%
perekonomian Tengah Provinsi Berkualitas
Jawa Tengah PersentaseKoperasi 15,70% 16,20% 17,15% 18,30% 19,50% | 19,50%
Sehat
Persentaseomset 6,25% 6,50% 6,75% 6,90% 7,15% 7,15%
Koperasi terhadap
PDRB Jawa Tengah
2 | Meningkatkan Bertambahnya jumlah Jumlah Produk OVOP 105 140 175 210 245 245
Jumlah Produk Produk OVOP berbasis | berbasis Koperasi di
OVOP berbasis Koperasi di Jawa Ten- Jawa Tengah
Koperasi di Jawa | gah
Tengah
3 | Meningkatkan Meningkatnya daya PersentasePertum- 12,85% 13,00% 13,25% 13,55% 14,40% 14,40%
daya saing saing KUMKM di Jawa | buhan Aset Koperasi
KUMKM di Jawa | Tengah
Tengah
PersentasePertum- 9,75% 11,15% 12,25% 13,10% 13,45% 13,45%
buhan Aset UMKM
yang dibina
51




RENSTRA 2013 - 2018

Target Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 | Kondssi
Sasaran Akhir
Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PersentasePertum- 12,20% 12,75% 13,30% 13,85% 14,50% 14,50%
buhan Omset
Koperasi
PersentasePertum- 10,20% 10,85% 11,70% 12,50% 13,00% 13,00%
buhan Omset UMKM
yang dibina
Jumlah UMKM yang 92.000 102.000 112.000 122.000 132.000 132.000
dibina
Presentase UMKM 22% 24% 25% 25,5% 25,8% 25,8%
yang telah mengakses
kredit
Jangkauan Pemasaran| 7 Prov 10 Prov, 1 | 13 Prov, 2 | 16 Prov, 3 | 19 Prov, 4 | 19 Prov,
Produk KUMKM LN LN LN LN 4 LN
4 | Meningkatkan Meningkatnya jumlah Jumlah wirausaha 250 275 300 325 350 350
jumlah wirausaha | wirausaha baru di Jawa | baru di Jawa Tengah
di Jawa Tengah Tengah
5 | Meningkatkan Meningkatnya penyera- | PersentasePertum- 11,00% 11,75% 12,25% 12,75% 13,50% 13,50%
penyerapan tena- | pan tenaga kerja oleh buhan Tenaga Kerja
ga kerja oleh KUMKM KUMKM
KUMKM
6 | Meningkatkan Meningkatnya kualitas | Jumlah SDM KUMKM 12.950 14.175 15.625 17.375 19.575 19.575
kualitas SDM SDM Pengelola yang terlatih
Pengelola Koperasi dan UMKM
Koperasi dan
UMKM
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Target Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 | Kondsi
Sasaran Akhir
Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 | Meningkatkan Meningkatnya kualitas | Persentasekesesuaian 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kualitas serta integrasi, sink- perencanaan pem-
perencanaan ronisasi dan sinergitas | berdayaan KUMKM
pemberdayaan perencanaan pem- Pusat dan Daerah
KUMKM berdayaan KUMKM a&-
tara Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
8 | Meningkatkan Meningkatnya kualitas | Jumlah Aparatur yang 30 34 36 38 40 40
kualitas SDM Am- | SDM Aparatur memiliki kompetensi
ratur khusus
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai
dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan in-
dikatif pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 2018
dalam tabel 5.1.
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

Tabel 5.1.

PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

i Indikator o Target Capaian Sasaran o
Tujuan Sasaran fellEiEr Program / Kegiatan Program / e 2014 2015 2016 2017 2018 HomalE
Sasaran Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Koperasi Presentase Program Peningkatal Jumlah Pokwan 120| 180| 895.000 135| 575.000 135| 575.000 135| 575.000 135| 575.000
peran Koperasi| berperan dalan| Koperasi Kualitas Hidup dan | yg ditingkatkan
dalam perekonomian | Aktif; Perlindungan kualitas
perekonomian | Jawa Tengah | Presentase Perempuan dan Ana| usahanya
Jawa Tengah Koperasi
Berkualitas; | Kegiatan Peningkata| Jumlah Pokwan 60 75| 200.000 75| 200.000 75| 200.000 75| 200.000 75| 200.000 375
Presentase kualitas dan kinerja | yang ditingkatka
Koperasi kelembagaan usaha | kualitas usahany
sehat; bagi kelompok wanitg
Presentase usaha/kopwan
omzet
Koperasi Kegiatan Jumlah Pokwan 60| 105| 695.000 60| 375.000 60| 375.000 60| 375.000 60| 375.000 60
terhadap Pemberdayaan yg ditingkatkan
PDRB Jateng,| kelompok wanita usa kualitas usahany
produktif diwilayah
pengahsil dan indust
hasil tembakau
(DBHCHT)
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Target Capaian Sasaran

RENSTRA 2013 — 2018

. Indikator - .
Tujuan Sasaran Indikator Program / Program / Kondisi — — E— E— — Kondisi
Sasaran Kegiatan Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Koperasi Presentase | Program Presentase 110; 510] 180;| 2.880.00¢ 150;| 3.348.00¢ 175;| 3.783.24( 200;| 4.539.88§ 225;| 5.220.87]
peran Koperasi| berperan dalan| Koperasi Penguatan Koperasi Aktif;| 400; 200] 500; 600; 700; 800; 900;
dalam perekonomian | Aktif; Kapasitas Presentase 176; 160] 467, 467, 467, 467, 467,
perekonomian | Jawa Tengah | Presentase | Kelembagaan | Koperasi 0; 50; 5| 200; 200; 200; 200; 200;
Jawa Tengah Koperasi Koperasi dan | Provinsi 180; 325; 345; 365; 385;
Berkualitas; | UMKM Berkualitas; 60; 200; 200; 200; 200;
Presentase Presentase 0; 450; 600; 1050; 1500;
Koperasi Koperasi 270; 1200; 1500; 1600; 1700;
sehat; sehat; 5 5 5 5 5
Presentase
omzet
Koperasi
terhadap
PDRB
Jateng.
Pembinaan Jml Koperasi Y/ 430 270 450.000 220 350.000 175 270.000 150 225.000 100 200.000 430
kemampuattan | ditingkatkan
ketrampilan kualitas
masyarakat administrasi
diwilayah ushnya
penghasil dan
industri hasil
tembakau
Penguatan Jumlah Pokma| 60| 320 400.000 250 325.000 250 300.000 200 275.000 200 250.000 1220
Kelembagaan
dan Usaha dikembangkan
Masyarakat di | usahanya
Wilayah
Penghasil dan
Industri Hasil
Tembakau
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. e o Target Capaian Sasaran o
Tujuan Sasaran Indikator Program / Program / Kondisi -~ — E— B — Kondisi
Sasaran Kegiatan Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Koperasi Presentase | Kegiatan Pembinad Jmlh Kop. yg 175| 380| 550.000 450| 700.000 510 850.000 540| 1.000.00¢ 600| 1.070.871 175
peran Koperasi| berperan dalan Koperasi dan Pengawasan | ditingkatkan
dalam perekonomian | Aktif; Koperasi kualitas
perekonomian | Jawa Tengah | Presentase administrasi
Jawa Tengah Koperasi usahanya
Berkualitas; | Kegiatan Jmlh Kop. yg 176;0;J 180;| 630.000 210;| 800.000 240; 900.000 260;| 1.309000( 300;| 1.600.00¢ 176;0;C
Presentase | Pemeringkatan dinilai kshtnnya; 60; 80; 100; 125; 150;
Koperasi Koperasi dan Jml Kop yg 150 180 210 240 270
sehat; Penilaian Kesehatg diperingkat; Jml
Presentase | KSP Kop yg disehatks
omzet usahanya
Koperasi Kegiatan Jmlh Pokmas yg 50; 50| 45;| 600.000 60;| 873.000 70;| 1.113.240 90;| 1.304.88§ 100;| 1.650.000 50; 50
terhadap Peningkatan dikonversi mnjd 180 210 240 270 300
PDRB Jateng pemasyarakatan di Kop.; Jmlh msyrk
Kelembagaan yg ditingkatkan
Koperasi pemahamannya
akan Kop.
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Target Capaian Sasaran

. Indikator . .
Tujuan Sasaran N Program / Kegiatan Program / NI 2014 2015 2016 2017 2018 NEITES
Sasaran Kegiatan awal akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Meningkatkan | Meningkatnya | Presetase Program Penguatan | Jmlh Pokmas yg
kualitas kualitas serta | kesesuaian Kapasitas dikonversi mnjd
perencanaan integrasi, perencanaan Kelembagaan Kop; Jmih
pemberdayaan | sinkronisasi pemberdayaan | Koperasi dan UMKM| Pertumbuhan
KUMKM dan sinergitas | KUMKM Pusat Kopi; Jmlh Kop
perencanaan | dan Daerah yg dibina; Jmlh
pemberdayaan Kop yg diawasi;
KUMKM antara Jmlh Kop ygn
Pusat, Provinsi, dinilai
dan Kab/Kota kesehatannya;
Jmilh Kop yg
diperingkat; Ji
Kop yg dishtkan
usahanya; Jmlh
Masyarakat yg
phm Kop; Jmlh
Dok. Perencanaal
Kegiatan Koordinasi | Jumlah dokumen 5 250.000 300.000 350.000 430.000 450.000 5
dan Sinkronisasi perencanaan
Perencanaan pemberdayaan
Pemberdayaan KUMKM
KUMKM
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Target Capaian Sasaran

. Indikator . .
Tujuan Sasaran ellEio7 Program / Kegiatan Program / enels 2014 2015 2016 2017 2018 Konq|5|
Sasaran Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Bertambahnya | Jumlah Produk | Program Jumlah Produk 70| 105 9.850.| 140 14.040| 175 15.865| 210 19.038| 245 21.893
jumlah produk | jumlah Produk | OVOP berbasis | Pengembangan OVOP baru di 000 000 200 240 976
OVOP berbasiy OVOP berbasis Koperasi di Jawg ProdukUnggulan Jawa Tengah
Koperasi di Koperasi di Tengah Daerah Berbasis
Jawa Tengah | Jawa Tengah Sumber Daya Lokal
Kegiatan Fasilitasi | Jumlah sertifikag 20;25;35( 10;| 200.000 30;2| 440.000 30;4| 715.200 40;5 1.288.| 40;5 1.393. 20;25;
Perlindungan Produ HAKI, Jmih ljin 113 50;3 00;6 00;8 240| 50;9 976 350
UMKM Depkes Jumlah ;10 0 0 0 0
Sertifikasi Halal
Penguatan Usaha | Jumlah usaha 795| 455 3.450.| 100 4.750. 1. 4.950.| 115 5.750.| 117 6.000. 795
Ekonomi Produktif | produktif 000| O 000| 100 000| © 000 5 000
Masyarakat melalui| masyarakat yan
Sa_rana Produksi (_jl ditingkatkan
Wilayah Penghasil h
dan Industri Hasil kuall_tqs ]
Tembakau (DBHCH 2administrasi
usahanya
Peningkatan Usaha| Jumlah usaha 1975 690 3.450. 675 4.750. 675 4.950. 675 5.400.[ 675 5.700. 1975
Agribisnis MasyaraK agribisnis masy. 000 000 000 000 000
Petani di_WiIayah petani yg
Penghasu dan Indug ditingkatkan
Hasil Tembakau h
(DBHCHT) kualitas usahany
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Target Capaian Sasaran

. Indikator - .
Tujuan Sasaran Indikator Program / Program / Kondisi -~ — E— E— — Kondisi
Sasaran Kegiatan Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Bertambahnya | Jumlah Kegiatan Jumlah Koperasi 490 60| 750.000 70| 1.025.000 80| 1.350.00¢ 90| 1.700.00¢ 100| 2.200.00( 490
jumlah produk | jumlah Produk | Produk Pemberdayaan produksi yg
OVOP berbasi{ OVOP berbasis OVOP Koperasim@duksi di| ditingkatkan
Koperasi di Koperasi di berbasis Wilayah Penghasil| kualitas usahany;
Jawa Tengah | Jawa Tengah | Koperasidi | dan Industri Hasil
Jawa Tengall Tembakau
(DBHCHT)
Fasilitasi Jumlah kop yg 105 35| 750.000 39| 1.025.00¢ 43| 1.350.00¢ 48| 1.700.00¢ 53| 2.200.00¢ 105
Peningkatan Kualit| ditingkatkan
Usaha Koperasi di| kualitas
Wilayah Penghasil| administrasi
dan Industri Hasil | usahanya
Tembakau
(DBHCHT)
Fasilitasi Jumlah UMKM y¢ 0| 150| 750.000 150| 1.025.00¢ 150( 1.300.00¢ 150| 1.600.00¢ 150 2.200.00( 650
peningkatan ditingkatkan
produktivitas UMK produktivitasnya
diwilayah pengahsi
dan industri hasil
tembakau
Fasilitasi Jumlah Wirausah 0| 120| 500.000 140| 1.025.00¢ 160| 1.250.000¢ 180| 1.600.00¢ 200| 2.200.00( 800
Pengembangan Baru
potensi ekonomi
lokal melalui
penumbuhan
wirausaha baru
diwilayah penghasi
dan industri hasil
tembakau
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Target Capaian Sasaran

. Indikator - .
Tujuan Sasaran Indikator Program / Program / Kondisi -~ — E— B — Kondisi
Sasaran Kegiatan Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Meningkatnya | Presentase | Program Presentase 17,97% 22% 1.800. 24,0 2.646. 25,0| 2.989.98( 25, 3.587.| 25.| 4.126.177
jumlah produk | daya saing Pertumbuha| Pengembangan | UMKM yg telah 000 0% 000| 0% 50% 976 | 80%
OVOP berbasi{ KUMKM di Jawq n Aset Akses Permodalal mengakses
Koperasi di Tengah Koperasi; dan Efektivitas kredit usaha
Jawa Tengah Aset UMKM | Pembiayaan
yg dibina; Kegiatan Fasilitasi Jumlah KUMKM 105| 775| 400.000 1. | 700.000 L 739.980 1| 887.976 1 900.000 6.15
Omset Akses Permodalar yg dpt mengaks 000 225 450 675
Koperasi; bagi KUMKM permodalan dr
Omset lembaga
UMKM yg keuangan
dibina; Jmlh | Kegiatan Jumlah KUMKM 0| 710| 400.000 800| 696.000 890 700.000 980| 800.000 1 826.172 4450
UMKV yg Pengendalian yg dievaluasi 070
dibina Pembiayaan efektivitas
KUMKM pembiayaannya
Penguatan Ekono| Jumlah KUMKM 566| 325| 500.000 450| 650.000 575 800.000 700| 950.000 825| 1.100.00( 566
Masyarakat melal{ yg dpt mengaks
Bantuan Akses permodalan dr
Permodalan di lembaga
Wlayah penghasil| keuangan
dan industri hasil
tembakau
Penguatan Jumlah usaha 1500| 540| 500.000 630| 600.000 750 750.000 930| 950.000 1 1.300.00( 1500
kemampuan masy. yg 200
pengelola usaha | ditingkatkan
masyarakat di kualitasnya
Wilayah penghasi
dan industri hasil
tembakau
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Target Capaian Sasaran

. Indikator - .
Tujuan Sasaran Indikator Program / Program / Kondisi -~ — E— B — Kondisi
Sasaran Kegiatan Kegiatan awal akhir
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Meningkatnya | Presentase | Program Jangkauan 5 Provinsi 7 5.350.| 10 10.206, 13 11532 16 13.839( 19| 15.638.45
jumlah produk | daya saing Pertumbuhan| Peningkatan Pemasaran Prv 000 | Prv 000| Prv, 780 | Prv, 336| Prv,
OVOP berbasiy KUMKM di Aset Produktivitas Produk KUMKM 1 2LN 3LN 4LN
Koperasi di Jawa Tengah | Koperasi; Pemasaran dan LN
Jawa Tengah Aset UMKM | Jaringan Usaha
yg dibina;
Omset. Kegiatan Jumlah wirausahg 320| 240; 3.450.| 260| 5.575000| 260;| 5.575.000 260; 5.575.| 260;| 5.575.00( 320
Koperasi; Pengembangé&n | baru Jumlah UMK 60 000| ;90 90 90 000 90
Omset UMKM pemberdayaan | yg ditingkatkan
yg dibina; sentra, kualitas | kualitas usahanyad
Jmih UMKM | produk ragam
ygdibina corak dan desai
batik UMKM
diwilayah
penghasil dan
industri hasil
tembakau
(DBHCHT)
Peningkatan Presentase 8% | 5%| 250.000 8% | 1.231.000 8% | 1.900.00¢ 8% | 2.864.33 8%]| 3.550.00( 8%
Jaringan Produk| peningkatan omzg 6
KUMKM bagi KUMKM peserta
Anggota Mitra pameran
Praja
Utama(MPU)
Kegiatan Fasilita] Presentase 8% | 8%/ 1.000.00 8%| 2.250.000 8% | 2.632.780 8% | 3.750.00 8% | 4.550.00( 8%
Akses Pemasarg peningkatan omze 0 0
Bagi Produk KUMKM peserta
KUMKM pameran
Kegiatan Jumlah KUMKM Yy 0| 100| 200.000 300 700.000 400 975.000 500| 1.200.00 600| 1.513.45( 1900
Pelayanan Klinik dilayani 0
Usaha bagi
KUMKM
Peningakatan Jumlah UMKM yg 20| 125| 450.000 125 450.000 125 450.000 125| 450.000 125 450.000 20
daya saing prody menguasai keahli
usaha masyarak| desain kemasan
diwilayah packaging dan
penghasil dan pemasaran onling
industri hasil
tembakau
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Tl Target Capaian Sasaran Kondisi
Tujuan Sasaran Indikator Program / Program / Kondisi — B— B— B— B— akhir
Sasaran Kegiatan Kegiatan awal
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan | Meningkatnya | Presentase Program JumlahSDM 11950| 12.9 1.975.| 14.| 1.527.75¢ 15.6| 1.680.525 17.3 1.983.| 19.5| 2.181.321
jumlah produk | daya saing Pertumbuhan | Peningkatan KUMKM yang 50 000| 175 25 75 020 75
OVOP berbasiy KUMKM di Aset Koperasij Kualitas SDM | terlatih
Koperasi di Jawa Tengah | Aset UMKM y¢ KUMKM
Jawa Tengah dibina; Omset| Kegiatan Jumlah KUMKM y 40 25 70.000{ 50 77.750 100 130.525 125| 383.020 125 481.321 40
Koperasi; Peningkatan dg ditingkatkan kualit
Omset UMKM| Penguatan SDMnya
yg dibina; Kualitas SDM
Jmlh UMKM | KUMKM
ygdibina Kegiatan Jumlah KUMKM y 240| 925 1.905.| 950| 1.450.00¢ 975| 1.550.00¢ 1000| 1.600.04 1025| 1.700.00( 240
Peningkatan dg ditingkatkan kualit 000 0
penguatan SDMnya
kualitas SDM
KUMKM di
Kawasan
Penghasil dan
Industri hasil
Tembakau
(DBHCHT)
Meningkatkan | Meningkatnya | Jumlah Program JumlahSDM 11950| 1725 1.250.| 187 | 2.100.00¢ 2000| 2.400.00¢ 2125 2.400.| 2250| 2.750.00(
jumlah jumlah wirausaha Pendidikan Nori KUMKM yg terlatili 000 5 000
wirausaha bary wirausaha bary baru di Jawa | Formal dan
di Jawa di Jawa Tengah Informal
Tengah Tengah Kegiatan Jumlah SDM yg 1750| 575| 1.250.00 100| 2.100.00¢ 1250| 2.400.00¢ 1250 2.400.00 1400| 2.750.00( 1750
Pendidikan dan| ditingkatkan 0 0 0
Pelatihan kompetensinya
Masyarakat
KUMKM
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Indikator Program / Ll Eiels Kondisi Target Capaian Sasaran Kondisi
. ondisi
Tujuan Sasaran Sasaran Kegiatan Prog_ram / — 2014 2015 2016 2017 2018 STl
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkarl Meningkatnyg Jumlah Program Peningkatan 12 bulan 12| 5.112| 12| 5.985| 12| 6.300.00( 12| 6.455| 12| 11.700.00
kualitas SDM| kualitas SDM| Aparatur Pelayanan pelayanan bin 645| bin 000| bin bin 000| bin
Aparatur Aparatur yang Administrasi | perkantoran
memiliki Perkantoran
kompetensi | Kegiatan Jumlah 12 binf 12| 18.005 12| 20.000 12 20.000 12| 20.000 12 20.000 12 bin
khusus Penyediaan pengiriman sura bin bin bin bin bin
Jasa Surat menyurat
Menyurat
Kegiatan Jumlah kebutuh 12 blnj 12| 505.000 12| 700.00¢q 12 750.000 12| 800.00¢q 12 850.000 12 bin
Penyediaan gedung kantor bin bin bin bin bin
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Kegiatan Penjaminafsset| 4 gedung 4| 85,500 4| 90.000 4 90.0000 4| 90.000 4 90.000 4
Jaminan Barar dinas 12 unit gdg gdg gdg gdg gdg gedung
Milik Daerah roda4;7 12 12 12 12 12 12 unit
unit roda  roda roda roda roda roda roda 4
4.7 4.7 4,7 4,7 4,7 unit rogg
unit unit unit unit unit
roda roda roda roda roda
2 2 2 2 2
Kegiatan Jumlah kebutuh 1 unit 1| 291.800 1| 370.000 1 370.000 1| 370.000 1 370.000 1 unit
Penyediaan 12 bin unit unit unit unit unit
Jasa 12 12 12 12 12
Kebersihan bin bin bin bin bin
Kantor/Rumah
Dinas
Kegiatan Jumlah kebutuh 12 binj 12| 375.170 12| 400.000 12| 400.000 12| 400.000 12| 400.000 12bin
Penyediaan Al{ ATK bin bin bin bin bin
Tulis Kantor
Kegiatan Jumlah kebutuh 12 binj] 12| 155.220 12| 175.000 12 175.000 12| 175.00¢ 12| 175.000 12 bin
Penyediaan 12 bin bin bin bln bin bin
Barang Cetdk
penggandaan
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Indikator Program / JBlLEls Kondisi Target Capaian Sasaran Kondisi
Tujuan Sasaran Sasaran Kegiatan Prog'ram/ awal 2014 2015 2016 2017 2018 AT
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkarl Meningkatnyg Jumlah Kegiatan Jumlah 12blnf 12| 113.600 12| 120.000 12| 120.000 12| 120.000 12| 120.00q 12hin
kualitas SDM| kualitas SDM| Aparatur Penyediaan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Aparatur Aparatur yang Komponen Instalag bin
memiliki Listrik/Penerangan
kompetensi | Bangunan Kantor
khusus Kegiatan Jumlah 12 bin| 12| 121.22¢0 12| 150.000 12| 150.00¢ 12| 150.000 12| 150.00q 12bin
Penyediaan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
PeralataRT bin
Kegiatan Jumlah 12 binj 12 50.000 12 60.000 12 60.000 12 60.000 12 60.000 12 bin
Penyediaan Bahar| kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Bacaa& Peraturan| bin
Perundang
undangan
Kegiatan Jumlah 12 bin| 12 60.500 12 70.000 12 70.000 12 70.000 12 70.0000 12 bin
Penyediaan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Makana& Minumar| bin
Kegiatan Rapat Jumlah 12 binj 12| 1.700.00¢ 12| 1.800.00¢ 12| 1.900.00¢ 12| 2.000.00¢ 12| 2.200.00¢ 12 bin
rapat Koordinasi | kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Konsultasi di dalan bin
dan luar Daerah
Kegiatan Jumlah 12 binj] 12| 486.15¢0 12| 600.000 12| 600.000 12| 600.000 12| 600.000 12bin
Penyediaan Jasa | kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Pelayanan bin
Perkantoran
Kegiatan 12 bin 12 binf 12| 200.00¢ 12| 250.000 12| 250.00¢0 12| 250.000 12| 250.000 12bin
Penyediaan Biaya bln bln bin bin bin
Publikass:
Dokumentasi
Penyediaan jasa | Jumlah 12| 12 4495 12 5.000] 12 5.000 12 5.000f 12| 5.000.00( 12
surat menyurat Ba| pengiriman
Pelatihan Koper&s| surat
UMKM Prov. Jaten menyurat
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Indikator Program / Ll Eiels Kondisi Target Capalan Sasaran Kondisi
. ondisi
Tujuan Sasaran Sasaran Kegiatan Program / awal 2014 2015 2016 2017 2018 STl
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkarl Meningkatnyg Jumlah Penyediaan jasa | Jumlah 12BLN 12| 427.400 12| 600.00¢ 12| 750.000 12| 750.000 12| 750.000 12 BLN
kualitas SDM| kualitas SDM| Aparatur komunikasi, sumbg kebutuhan bin bin bin bin bin
Aparatur Aparatur yang daya air dan listrik | gedung dinas
memiliki Balai Pelatihan
kompetensi | Koperasi dan UMK
khusus Prov. Jateng
Penyediaan Jasa | Jumlah 2 unit 12 2 unit| 154.800 2| 175.00d 2| 180.000C 2| 185.00¢ 2 unit| 185.00¢ 2 unit
Kebersihan Kantor| kebutuhan ding bin 12 unit unit unit 12 12 bin
Rumah Dinas Bala bin 12 12 12 bin
Pelatihan Koperasi bin bin bin
dan UMKM Prov.
Jateng
Penyediaan alat tu| Jumlah 12 binf 12| 95.000 12| 100.000 12| 100.00¢ 12| 100.000 12| 100.000 12 bin
kantor Balai kebutuhan ATK bin bin bin bin bin
Pelatihan Koperasi
dan UMKM Prov.
Jateng
Penyediaan alat tu| Jumlah 12 binf 12| 95.000 12| 100.000 12| 100.00¢ 12| 100.000 12| 100.000 12 bin
kantor Balai kebutuhan ATK bin bin bin bin bin
Pelatihan Koperasi
dan UMKM Prov.
Jateng
Penyediaan baran¢ Jumlah 12 binf 12| 35.000 12| 40.000 12| 40.000 12| 40.000 12| 40.000 12bin
cetak dan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
penggandaan Bala bin
Pelatihan Koperasi
dan UMKM Prov.
Jateng
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Indikator Program / JBlLEls Kondisi Target Capaian Sasaran Kondisi
Tujuan Sasaran Sasaran Kegiatan Prog_ram/ — 2014 2015 2016 2017 2018 S
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkarl Meningkatnyg Jumlah Penyediaan Jumlah 12 bin| 12 50.585 12 60.000 12 60.000 12 60.000 12 60.0000 12 bin
kualitas SDM| kualitas SDM| Aparatur komponen instalay ketutuhan 12 bin bin bin bin bin
Aparatur Aparatur yang listrik / penerangal bin
memiliki bangunan kantor
kompetensi| Balai Pelatihan
khusus Koperasi dan
UMKM Prov. Jate
Penyediaan jasa | Jumlah 12 blnj 12 88.200f 12| 100.000 12| 110.000 12| 110.000 12| 110.000 12bIn
pelayanan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
perkantoran Balai| bin
Pelatihan Koperag
dan UMKM Prov.
Jateng
Program Peningkatan 12 bln| 12|5.985.35( 12| 2.980.00( 12| 3.230.00¢ 12| 3.375.00¢ 12| 3.520.00(
Peningkatan sarana bin bin bin bin bin
Sarana dan prasarana
Prasarana bagi aparatur
Aparatur
Kegiatan Jumlah 1 unit 1]2.700.00¢ O 0 0 0 0 0 0 0 1 unit
Pembangunan gedung kanto unit
Gedung Kantor
Kegiatan Jumlah 12 unit 2| 429.000 O 0 0 0 0 0 0 0 14 unit
Pengadaan kendaraan roda 4; 7 unit roda 4; ¢
Kendaraan dinas unit rodg roda unit rode
Dinas/Operasiona 2| 4,2 2
unit
roda
2
Pemeliharaan rutiy Jumlah 12 binf 12| 195.000 12| 200.00¢0 12| 205.000 12| 210.000 12| 215.000 12bin
berkala gedung | kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
kantor Balai bin
Pelatihan Koperas
dan UMKM Prov.
Jateng
67



RENSTRA 2013 — 2018

Indikator Program / Ll Eiels Kondisi Target Capaian Sasaran Kondisi
Tujuan Sasaran Sasaran Kegiatan Prog_ram / — 2014 2015 2016 2017 2018 S
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkarl Meningkatnyg Jumlah Pemeliharaan rutin| Jumlah 12 blnf 12| 27.000 12| 32.000 12| 37.000 12| 37.000 12| 37.000 12hin
kualitas SDM| kualitas SDM| Aparatur berkala meubelair | kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Aparatur Aparatur yang Balai Pelatihan bin
memiliki Koperasi dan UMKI
kompetensi | Prov. Jateng
khusus Pemeliharaan rutin| Jumlah 12 bin| 12| 201.20G 12| 220.000 12| 220.000 12| 220.000 12| 220.000 12blin
berkala peralatan | kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
kantor dan rumah | bin
tangga Balai
Pelatihan Koperasi
dan UMKM Prov.
Jateng
Peningkatan sarang Jumlah 4 pkt| 4 pkt| 80.000 5 pkt| 85.000 7 pkt] 90.000 8 pkt| 95.000 9 pkt| 100.000 4 pkt
dan prasarana kant kebutuhan
Balai Pelatihan dinas
Koperasi dan UMKI
Prov. Jateng
Kegiatan Jumlah 12 bin| 12| 405.000 12| 415.000 12| 425.000 12| 435.000 12| 445.000 12bin
Pemeliharaan kebutuhan bin bin bin bin bin
Rutin/Berkala gedung kantor|
Gedung Kantor
Kegiatan Jumlah 12 unit 14| 750.500 14| 760.000 14| 770.000 14| 780.000 14| 790.004 14 unit
Pemeliharaan kebutuhan 12 | roda 4; 7 unit unit unit unit unit roda 4; ¢
Rutin/Berkala bin unit rodg roda roda roda roda roda unit rode
Kendaraan 2| 4,9 4;9 4;9 4;9 4;9 2
Dinas/Operasional unit unit unit unit unit
roda roda roda roda roda
2 2 2 2 2
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Indikator Program / Ll Eiels Kondisi Target Capaian Sasaran Kondisi
Tujuan Sasaran Sasaran Kegiatan Prog_ram / — 2014 2015 2016 2017 2018 S
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkarl Meningkatnyd Jumlah Kegiatan Jumlah 12 bln| 12| 63.000 12| 68.000 12 73.000 12 78.000 12 83.000 12 bin
kualitas SDM| kualitas SDM| Aparatur Pemeliharaan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Aparatur Aparatur yang Rutin/Berkala bin
memiliki Meubelair
kompetensi | Kegiatan Jumlah 12 bin| 12| 350.65¢ 12| 400.00¢ 12| 410.000 12| 420.00¢ 12| 430.00q 12bin
khusus Pemeliharaan kebutuhan 12 bin bin bin bin bin
Rutin/Berkala bin
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangg
Kegiatan Jumlah 12 pktf 10| 784.00¢ 10| 800.00¢ 10| 1.000.00¢ 12| 1.100.00¢ 14| 1.200.00¢( 12 pkt
Peningkatan Sarall kebutuhan pkt pkt pkt pkt pkt
dan Prasarana dinas
Kantor
Program jumlah 158 org| 158| 105.75¢ 158| 115.00¢ 158| 125.000 158| 135.00¢ 158| 145.00(¢
Penigkatan Disiplii disiplin org org org org org
Aparatur aparatur
Kegiatan Jumlah 145 ste|] 145| 105.750 145| 115.000 145| 125.000 140| 135.000 140| 145.000 145 ste
Pengadaan Pakaid kebutuhan stel stel stel stel stel
Dinas beserta pakaian dinas
Perlengkapannya
Program Peningkata] Jumlah 152 org| 152| 167.70¢ 152| 110.00¢ 152| 120.000 152| 130.00¢ 152| 140.00q
Kapasitas Sumber | Aparatur yg org org org org org
Daya Aparatur mengikuti
Diklat
Kegiatan Pendidiki Jumlah 1450rg 115| 167.70¢ 100| 110.00¢ 100| 120.00q 95| 130.000 90| 140.00¢ 145org
dan Pelatihan Aparatur yang org org org org org
Formal memiliki
kompetensi
khusus
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MATRI

BAB VI

K INDIKATOR KINERJA RPJMD
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi

dan UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk diwujudkan dalam kurun waktu 5

tahun Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan

asumsii asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas

akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya

sebagai pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.
MATRIK INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN SKPD

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

Kondisi Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Kondisi
No Program Awal Akhir
9 RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR KINERJA DAERAH
1 { Jumlah Produk OVOP 70 105 140 175 210 245 245
2 | PersentaseKoperasi 79,73% 80,71% | 81,05% | 81,45% | 81,90% | 82,50% | 82,50%
Aktif terhadap Jumlah
Koperasi
3 | PersentaseKoperasi 15,02% 15,70% | 16,20% | 17,15% | 18,30% | 19,50% | 19,50%
Sehat terhadap KSP
INDIKATOR KINERJA SKPD
1 | Persentase Koperasi 30% 32,75% 43% 52% 61% 71% 71%
Provinsi Berkualitas
2 | Persentase UMKM yg 17,97% 22% 24% 25% 25,5% 25,8% 25,8%
telah mengakses kredit
3 | Jangkauan pemasaran 5 Prov 7 Prov 10 Prov, | 13 Prov, | 16 Prov, | 19 Prov, | 19 Proyv,
produk KUMKM 1LN 2LN 3 LN 4 LN 4 LN
4 | Jumlah SDM KUMKM yg 12.490 12.950 14.175 15.625 17.375 19.575 19.575
terlatih
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BAB VII
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
2013 17 2018 merupakan suatu dokumen strategis sebagai pedoman dan
arah pembangunan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah selama lima tahun
ke depan. Diharapkan dengan adanya dokumen ini akan menyamakan pe-
sepsi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat Koperasi dan
UMKM untuk secara bersinergi dan lkersama i sama mewujudkan visi
Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM 0.

Mengingat bahwa renstra menjadi panduan bagi segenap pembina
serta masyarakat Koperasi dan UMKM dalam melaksanaan pembangunan di
sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta rasa
tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
disusun. Sinergisitas segenap pihak dalam pelaksanaan renstra inidiharap-
kan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu semangat be-
rusaha, membangun jiwa kewirausahaan, serta memfasilitasi tumbuh
berkembangnya koperasi dan UMKM di Jawa Tengah yang pada akhirnya
akan turut serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Setelah berakhirnya Renstra Koperasi dan UMKM tahun 2013/ 2018,
perlu disusun Renstra baru untuk periode 2018 i 2023 sebagai acuan bagi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan berikutnya. Pada
masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan
perencanaan pembangunan tahun 2019. Acuan penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2019 akan mendasarkan pada RPJPD Provinsi Jawa
Tengah tahun 2005 7 2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Mena-
gah Nasional (RPJMN) Tahun 20151 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah 20109.
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Akhir kata diharapkan peran serta masyarakat khususnya pelaku
koper asi dan UMKM untuk secaliSgahtdbaer s a me

bersama Koperasi dan UMKM 0

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 199203 1012
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